BAB V1

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis hasil penelitian di atas, maka secara umum dapat
disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana
Desa Di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka belummaksimal,
hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilihat dari Tiga (3) aspek yaitu
1) Aspek kemampuan teknis, 2) Aspek kemampuan manajemen, 3) Aspek

kemampuan dasar.

a) Aspek Kemampuan Teknis
Aspek Kemampuan Teknis adalah teknik yang digunakan atau dimiliki untuk
membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat. 1) Kemampuan pengelolaan
alokasi dana desa sudah berdasarkan pada prosesnya, 2) Mampu menyusun
administrasi keuangan desa, dan 3) Kemampuan menyusun perencanaan
pembangunan (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes).

1. Kemampuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan pengkaji menemukan
bahwa pengawasan atas program dalam pengelolaan alokasi dana desa belum

maksimal, dimana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai



pada pengawasan yang manjadi kendala yaitu masalah anggaran yang terbatas harus

melibatkan masyarakat dan berkoordinasi dengan dinas/badan terkait.

2. Mampu menyusun administrasi keuangan desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa
dalam penyusunan administarasi keuangan desa, pemerintah Desa Kletek sudah
menjalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing aparat. Sementara itu juga
aparat pemerintah desa juga dituntut untuk dapat menguasai semua bidangnya
masing-masing baik yang berkaitan dengan administrasi umum, administrasi
kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan maupun

administarsi yang berkaitan dengan badan permusyawaratan desa.

3. Kemampuan menyusun perencanaan pembangunan (RPJMDes, RKPDes,
RAPBDes).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan peneliti menemukan
bahwa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa),
RKPDes, dan RAPBDes, Kepala Desa Kletek beserta perangkatnya, melalui
musyawarah Desa dengan masyarakat membentuk tim penyusun sesuai dengan

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

b) Aspek Kemapuan Manajemen

Kemampuan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian,

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara



efektif dan efisien. Kemampuan manajemen mempunyai dua sub yaitu: 1.)
Manajemen Aset (tanah, jalan, sarana prasarana), 2). Manajemen SDM (peran sumber
daya atau tenang kerja).

1. Manajemen Aset (tanah, jalan, sarana prasarana)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menunjukkan bahwa
semua aset desa yang dibiayai dengan alokasi dana desa secara manajemen
diperuntukan sesuai dengan fungsinya dalam menunjang  keberlangsungan
penyelenggaraan pemerintahan desa juga untuk kehidupan masyarakat Desa Kletek.
Pemerintah Desa Kletek dan masyarakat desa sangat bertanggungjawab dalam
menjaga dan memilihara aset-aset tersebut. Aset-Aset desa berwujud yang dibiayai
alokasi dana desa itu seperti; printer, laptop, lemari arsip, meja setengah biro dan

bangku kayu, semuanya masih dalam kondisi terawat dengan baik.

2. Manajemen SDM (peran sumber daya atau tenaga kerja).

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan para Infoman tentang Manajemen
Sumber Daya Manusia menunjukan bahwa SDM yang dimiliki oleh aparat
Pemerintah Desa Kletek sampai saat ini masih sangat minim karena tingkat
pendidikan aparat Desa yang masih rendah, sehingga kurangnya kemampuan untuk
disumbangkan pada kegiatan-kegiatan Desa seperti perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggumgjawaban.



¢) Aspek Kemampuan Dasar

Aspek Kemampuan Dasar merupakan kemampuan pengetahuan dan
keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses belajar. Dalam aspek kemampuan
dasar ini memiliki dua konsep yaitu, 1) Memiliki pengetahuan tentang tugas
pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintah desa. 2) Memiliki pengetahuan
tentang regulasi desa (peraturan desa, peraturan bersama desa peraturan dan peraturan
kepala desa).

1. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan
pemerintah desa.

Pemerintah Desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang menjadi salah salah
satu apek dalam manajemen roda pemerintahan yang ada di pemerintah Desa. Mulai
dari Kepala Desa sampai Kepala Dusun semuanya memiliki tupoksinya masing-
masing.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa yang menjadi salah satu
permasalahan di Desa Kletek adalah dalam pembagian tugas pokok dan fungsi
dari aparat desa masih tumpah tindih. Aparat Desa Kletek sudah di bagi dalam
bidangnya masing-masing namun mereka tidak tahu apa yang harus mereka
kerjakan. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang saat minim
sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa tidak bekerja sesuai yang dengan tupoksi

yang telah dibagi.



2. Memiliki pengetahuan tentang regulasi desa (peraturan desa, peraturan bersama
desa peraturan dan peraturan kepala desa). Menyusun regulasi desa yang aspiratif dan
partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara kepala desa (kades)
badan permusyawara desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini
diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan hasil wawncara mengenai proses penetapan peraturan desa
menjadi suatu perdes pengkaji menemukan bahwa belum adanya keterlibatan semua
pihak (unsur-unsur dalam masrakat maupun sebagian perangkat desa) yang terkait
dalam proses pembuatan perdes, peneliti juga menemukan bahwa BPD Kletek
kurang memahami betul mengenai hal teknis yang berkaitan dengan proses
penyusunan peraturan desa, hal ini disebabkan karena tidak adanya pelatihan maupun

bimbingan yang dilakukan oleh pihak yang berwewenang.

6.2 SARAN:

Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa Dalam Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka
perlu dirubah tiga aspek yang dinilai belum maksimal yaitu dari Aspek kemampuan

teknis, Aspek kemampuan manajemen, dan Aspek kemampuan dasar.
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